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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan mendiskripsikan 

Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan 

Desa di Desa Kota Bangun Seberang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai 

Kartanegara, dengan berfokus pada Kerjasama, Kesatuan Tindakan, dan 

Komunikasi serta apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Koordinasi 

tersebut. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan 

dan penelitian lapangan yang dimana menggunakan teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis interaktif. Analisis interaktif memungkinkan analisis data kualitatif yang 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas 

sehingga datanya jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi 

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di 

Desa Kota Bangun seberang masih belum optimal karena masih ditemui beberapa 

kekurangan dalam proses koordinasinya yang mengakibatkan terhambatnya 

pembangunan desa seperti masih banyaknya perbedaan pendapat yang dimana 

setiap individu masih mempertahankan persepsi masing-masing sehingga 

menimbulkan perdebatan sehingga memakan waktu lebih lama dalam menetapkan 

rancangan pembangunan desa, pola komunikasi yang tidak berjalan dengan 

semestinya, dan anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pemahaman mereka bahwa 

BPD hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan Kepala Desa tanpa ada 

musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya. 

 

Kata Kunci: Koordinasi, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa. 

 

Pendahuluan 

Kepala Desa sebagai Kepala Daerah di desa bertangggung jawab dalam 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. yang dimana Kepala 

Desa berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, 

mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina 

kehidupan masyarakat disegala bidang. Dengan adanya koordinasi Kepala Desa 
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dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan pembangunan di desa 

dapat berjalan dengan baik. 

Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari 

perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat 

penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, 

menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga BPD di tingkat desa 

menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan 

pembangunan desa itu sendiri. 

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penyelenggaraan 

pembangunan desa di Desa Kota Bangun Seberang, ketika Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat sudah membahas prioritas 

pembangunan untuk setiap RT dalam musyawarah desa (MUSDES) setelah itu, 

hasil musyawarah tersebut akan di bahas lagi di musyawarah perencanaan 

pembangun (MUSRENBANG) sampai adanya hasil musywarah disepakati 

bersama. Setelah dana desa sudah diterima maka Kepala Desa langsung 

memberikan Dana tersebut dan melimpahkan ke setiap RT dalam pembangunan 

didaerah RT bersangkutan apakah hasilnya bagus atau tidak itu menjadi urusan 

setiap RT walaupun sebelumnya sudah diatur standarnya oleh Kepala Desa, dan 

Badan Pemusyawaratan Desa hanya mengikuti apa yang di tentukan oleh Kepala 

Desa. Dalam hal ini kepala desa seperti tidak bertanggung jawab atas 

pembangunan desa. Maka koordinasi antara kepala desa dan badan 

permusyawaratan desa serta masyarakat tidak terjalin dengan baik yang 

dikarenakan masalah tersebut. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Koordinasi 

Kata koordinasi menurut Achmad Basyuni (2009) “berasal dari Co dan 

Ordinarey yang berarti Co Regulate.” Dilihat dari pendekatan empiric dikaitkan 

dari segi etimologi koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh 

berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi dan mengatur bersama 

(menyepakati) hal tertentu, sehingga dari satu sisi proses pelaksanaan tugas dan 

keberhasilan pihak lain, sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak 

langsug mendukung pihak yang lain. Ndraha  (2003:290)   mengatakan  “jika  

dilihat   dari   sudut   normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk 

menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-

kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaiian 

tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan.” Dari sudut fungsional, koordinasi 

dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan 

pembagian kerja. 
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Proses Koordinasi 

Menurut Ndraha (2003:296) “koordinasi merupakan sebuah proses. Proses 

koordinasi meliputi beberapa langkah. Sebagai proses, input koordinasi adalah 

saling memberi informasi tentang hal tertentu kepada masyarakat umum atau unit 

kerja lainnya (receiver).” Unit kerja yang berkepentingan,  bisa  langsung  

menyesuaikan  diri  dengan informasi itu, atau memberikan feedback kepada 

sender atau masyarakat. 

Masyarakat atau receiver bisa memberikan tanggapan-balik, dan seterusnya. 

Koordinasi dalam hubungan ini inherent atau built-in di dalam fungsi manajemen. 

Surat undangan tembusan surat atau kopi surat keputusasaan, laporan kerja 

lapangan dan salianan peraturan merupakan alat-alat koordinasi yang efektif. 

 

Hubungan Koordinasi 
Pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD menurut Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah dalam hal, Kepala Desa dan BPD membahas 

dan menyepakati bersama Peraturan Desa, Kepala Desa dan BPD memprakarsai 

perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Kepala Desa memberikan laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD, Badan Permusyawaratan Desa 

memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan 

Kepala Desa, Kepala Desa mengajukan dan memusyawarahkan dengan BPD 

tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBDes),  Kepala Desa dan 

BPD membahas tentang kekayaan milik Desa. 

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa 

bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. 

Masyarakat desa menyalurkan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan 

di lain pihak masyarakat juga memberikan kewenangan dan partisipasinya kepada 

Kepala Desa. Dalam hal ini ada persamaan dan perbedaan fungsi  antara Kepala 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Persamaan tugas dan fungsi Kepala Desa 

dengan Badan Permusyawaratan Desa terlihat dari pembahasan dan penetapan 

Anggaran Pendapatan Belanjan Desa (APBDes). Setelah APBDes ditetapkan 

maka  Kepala Desa yang melaksanakan dan yang menjadi pemimipin  

Pemerintahan di Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa yang mengawasi 

atas kinerja Kepala Desa terhadap APBdes yang sudah disepakati bersama dengan 

Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian secara struktural representasi 

otoritas kepentingan masyarakat Desa terletak di tangan Kepala Desa dan bukan 

pada Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa hanya diberi 

mandat sebagai lembaga kontrol untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan aparat 

desa, ikut membahas peraturan Desa dan menyusun anggaran pendapatan dan 

belanja desa bersama Kepala Desa. 
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Pengertian Desa 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 “Desa adalah desa dan 

desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.” Widjaja  (2003:3)  Desa  adalah “sebagai  suatu  kesatuan   masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat 

istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 

Pemerintahan Desa 
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa pada 

BAB I pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa sementara BPD 

adalah “badan perwakilan desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang 

mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat serta melakukan serta melaksanakan pengawasan terhadap 

penyelenggaran pemerintahan desa.” 

Menurut Nurcholis (2011:73) “penyelenggaraan pemerintahan desa 

dilakukan oleh pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).” 

Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas: 

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa; 

b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas: 

1) Sekretarita desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh 

sekretaris desa; 

2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang 

melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, 

keagamaan, dan lain-lain; 

3) Unsur   kewilayahan, yaitu   pembantu   kepala   desa   di  wilayah 

kerjanya seperti kepala dusun. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 

Tahun 2006 Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan  

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan  adat  

istiadat  setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.” 
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Kepala Desa 

Berdasarkan Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014  bahwa  “Kepala Desa 

bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.” 

Kepala desa adalah “sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa 

merupakan pimpinana tertinggi dari pemerintah Desa.” Masa jabatan Kepala Desa 

adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3(tiga) kali masa jabatan 

berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa bisa di jabat siapa saja yang 

memenuhi syarat (bisa berbeda-berbeda antar desa) yang dipilih langsung oleh 

rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).  Kepala desa tidak bertanggung 

jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan  oleh  camat. Kepala desa 

bertanggungjawab pada kepada Pembantu Wilayah daerah tingkat II (dikenal 

dengan istilah wedana). 

 

Badan Permusyawaratan Desa 

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 

Tahun 2006 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut  BPD adalah 

Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan  Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Widjaja  (2003:128)  mengemukakan  bahwa  “Badan  Permusyawaratan 

Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di 

Desa yang  berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, 

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Pemerintah Desa.” 

Menurut Nurcholis (2011:77) “Badan  Permusyawaratan  Desa   (BPD) 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahanan desa. Dalam 

menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” Pemerintah berfungsi menyelenggarakan 

kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. 

 

Pembangunan Desa 

Pembangunan yang luas istilah development sebagai suatu kerangka berfikir 

yang konseptual atau conceptual framework untuk menyebut perubahan 

individual, institusional, nasional dan internasional dan juga untuk menyebut 

kemajuan atau progress merupakan fenomena pasca perang dunia II. 

Pembangunan ialah “suatu perubahan menuju pola-pola masyarakat yang 

memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang 

memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap 

lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya 
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memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri menurut” 

(Inayatullah, 1997) dalam (Zulkarimen Nasution, 2001;28). 

Pembangunan ialah “suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru 

diperkenalkan kepada suastu system sosial untuk mendapatkan suatu pendapatan 

perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang 

lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan adalah 

modernisasi pada tingkat system sosial menurut” (Rogers dan Shoecnaker, 1971) 

dalam (Zulkarimen Nasution, 2001;28). 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Agar pembahasan ini tidak meluas, maka dalam  penelitian  Koordinasi 

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di 

Desa Kota Bangun Seberang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai 

Kartanegara, penulis terfokus pada: 

a. Beberapa fokus yang digunakan untuk mengukur koordinasi, yaitu: 

1) Kerjasama 

2) Kesatuan Tindakan 

3) Komunikasi 

b. Faktor penghambat koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Kota Bangun Seberang Kecamatan 

Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara 

 

Hasil Penelitian 

Koordinasi dalam Bentuk Kerjasama 

Kerjasama, pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih 

yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama 

senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang 

seimbang, serasi dan selaras dalam perencanaan pembangunan desa. 

Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu 

mengembangkan prinsip kerjasama yang harmonis dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Desa. Dengan demikian 

untuk membangun kerjasam harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu 

persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling 

menyadari pentingnya kerjasama, harus ada kesepakatan visi, misi, tujuan dan 

nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama dan kesediaan untuk 

berkorban. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa sudah 

disampaikan dari sudut pandang pihak Pemerintah Desa mengenai kerjasama yang 

dilakukan oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bisa diketahui 

bahwa kerjasama yang dilakukan sudah terlaksana, seperti dalam hal yang 

menyangkut Pembangunan Desa dilakukan dengan mengadakan musyawarah 
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Desa dimana semua harus berlandaskan kesepakatan bersama, pemerintah desa 

menerima Laporan yang diserahkan dari BPD selanjutkan akan dimusyawrahkan 

untuk dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi apabila dalam laporan masih ada 

yang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka akan dikembalikan lagi pada BPD, 

setelah ada penjelasan dari BPD maka selaku pemerintah desa akan musyawarah 

kembali sampai laporan tersebut clear. Untuk lebih mengetahui lebih dalam 

bagaimana kerjasama yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa penulis juga melakukan wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa 

untuk melihat dari sudut pandang mereka. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa kerjasama yang 

dilakukan oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bisa diketahui 

bahwa kerjasama yang dilakukan sudah terlaksana, seperti dalam hal yang 

menyangkut Pembangunan Desa dilakukan dengan mengadakan musyawarah 

Desa dimana semua harus berlandaskan kesepakatan bersama. Meskipun masih 

ada kurangnya keharmonisan kerja yang bisa mengurangi sifat kerjasama antara 

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Tokoh masyarakat selalu 

dilibatkan, diminta saran dan masukkan. Hal ini berarti dalam kerjasama yang 

dilakukan tidak hanya dalam ruang lingkup Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa melainkan masyarakat dilibatkan sehingga transparansi 

dalam pembangunan desa terlihat jelas.  

Kerjasama yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam Pembangunan desa adalah dengan mengadakan sebuah forum rapat maupun 

Musyawarah Desa yang di laksanakan dalam proses perencanaan Pembangunan 

Desa yang ada di Desa Kota Bangun Seberang.  

 

Koordinasi Dalam Bentuk Kesatuan Tindakan 

Dalam menjalankan koordinasi tidak terlepas dari kesatuan tindakan yang 

merupakan inti dari koordinasi. Dalam setiap koordinasi memerlukan kesadaran 

setiap anggota agar bisa menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsi masing-

masing agar tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga keserasian kerja bisa tercapai. 

Kesatuan tindakan merupakan kesatuan usaha yang dilakukan oleh Kepala Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa yang harus diatur sedemikian rupa sehingga 

usaha-usaha setiap kegiatan dalam pembangunan Desa maupun kegiatan lainnya 

sejalan dengan tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut agar bisa terwujud 

keserasian dalam mencapai hasil. Dalam penelitian ini kesatuan tindakan yang 

ingin di ketahui adalah dalam pembangunan Desa. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa Kepala Desa 

dalam koordinasi bentuk kesatuan tindakan dalam mengadakan Musyawarah Desa 

untuk Pembangunan Desa telah dilakukan bersama-sama, seperti dalam prosesnya 

memperkuat silahturahmi dan memperbanyak diskusi sehingga nantinya akan 

mengarah pada tujuan yang sama.  
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Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa Kepala Desa 

maupun Sekretaris Desa bisa diketahui untuk kesatuan tindakan atau kesatuan 

usaha yang telah dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah 

terlaksana, bisa kita lihat dengan setiap adannya perbedaan pendapat maupun 

persepsi bisa diatasi, baik itu dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan duduk 

bersama-sama sehingga nantinya tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud. Untuk 

sementara ini terkendala dengan faktor alam yaitu meluapnya air sungai sehingga 

akses jalan saat ini terendam dan masih menungu surutnya air sungai. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa, Koordinasi dalam bentuk Kesatuan tindakan Untuk 

perencanaan Pembangunan Desa tidak bisa ditetapkan sendiri harus ditetapkan 

secara bersama-sama. Walaupun kedudukan Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa itu sama tapi mempunyai fungsi yang berbeda sehingga 

dalam kegiatan harus dilandasi dengan kesepakatan bersama dan bahwa selalu 

adanya koordinasi dalam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal 

ini Kepala Desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan perencanaan 

Pembangunan Desa.  

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa kesatuan tindakan 

Kepala Desa dan BPD di Desa Kota bangun seberang lebih fleksibel karena BPD 

sering mengadakan untuk pertemuan diluar rapat Musdus dan Musdes untuk 

menyampaikan masukan atau pendapatnya kepada Kepala Desa untuk membahas 

hal-hal yang juga merupakan informasi ringan yang bisa langsung ditindaklanjuti 

oleh Pemerintah Desa. Sedangkan untuk Informasi yang membutuhkan 

perencanaan seperti perencanaan pembangunan infrastruktur yang harus lebih 

matang lagi BPD dan Kepala Desa akan duduk bersama untuk membahas masalah 

yang ada. Hal yang biasa di sampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada 

Kepala Desa Kota Bangun Seberang merupakan hal-hal yang bisa langsung 

ditindaklanjuti oleh pemerintah desa seperti penentuan lokasi kerjabakti atau 

gotonroyong. 

Dalam Kesatuan tindakan yang dilakukan Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa diakui masih terdapat perbedaan pendapat yang bisa 

menghambat kinerja. Walaupun kedudukan Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa itu sama, tapi dalam kapasitas kerjanya mempunyai tugas 

dan fungsi yang berbeda sehingga dalam kegiatan harus dilandasi dengan 

kesepakatan bersama.  

Dalam hal ini Kesatuan tindakan merupakan kesatuan usaha yang dilakukan 

oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang harus diatur sedemikian 

rupa sehingga usaha-usaha setiap kegiatan dalam Pembangunan Desa maupun 

kegiatan lainnya sejalan dengan tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut agar bisa 

terwujud keserasian dalam mencapai hasil. Hal ini sesuai dengan konsep menurut 

Pradjudi (Hasibuan, 2015:121) yang menyatakan bahwa “organisasi adalah 

struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok 
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orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama 

mencapai suatu tujuan tertentu.” Selanjutnya, Kesatuan tindakan seperti ini sama 

dengan konsep yang diajukan Hasibuan (2006:88) yang menyatakan bahwa “Pada 

hakekatnya koordinasi  memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau 

satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota 

atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuanorganisasi tersebut tidak 

berjalan sendiri-sendiri.” 

 

Koordinasi Dalam Bentuk Komunikasi 

Dalam menjalankan suatu koordinasi tidak bisa lepas dari yang namanya 

Komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan dalam koordinasi, dimana komunikasi 

itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Tidak adanya komunikasi bisa 

dikatakan suatu koordinasi tidak akan bisa berjalan dengan baik karena 

komunikasi adalah salah satu inti dari suatu Koordinasi. Komunikasi yang baik 

akan menghasilkan koordinasi yang baik pula sedangkan komunikasi yang tidak 

baik akan menghasilkan koordinasi yang tidak baik sehingga suatu pekerjaan dan 

target yang ingin dicapai tidak bisa terwujud. 

Koordinasi dalam bentuk Komunikasi antara Kepala Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang 

berasal dari pemerintah. Koordinasi antara badan Permusyawaratan Desa dan 

Kepala Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik 

program dari pemerintah atau pun program yang menjadi hak Desa itu sendiri. 

Seperti kita ketahui bahwa setelah dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa, Desa telah banyak mengalami perubahan dalam sistem 

penyelenggraannya. Desa memiliki kewenangan sendiri, kewenangan Desa yaitu 

meliputi ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan kewenangan lain 

yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Koordinasi dalam bentuk Komunikasi yang ingin penulis lihat adalah untuk 

mengetahui sejauh mana hubungan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa  sehingga apakah 

sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Komunikasi sangat penting untuk 

mengukur bagaimana Koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa karena harus sesuai dengan 

kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa koordinasi dalam 

bentuk komunikasi yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa selalu terjalin karena dalam setiap kegiatan yang ada di desa selalu ada 

komunikasi yang di lakukan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa bisa melalui surat, telepon maupun bertemu langsung. Koordinasi dalam 

bentuk komunikasi yang dilakukan Kepala desa dan badan permusyawaratan Desa 

sudah terjalin dengan baik, tetapi kadang masih ada perbedaan pendapat dan 
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kesalahpahaman komunikasi masih sering terjadi. Apabila terjadi suatu 

permasalahan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa akan ada pihak 

kecamatan yang akan menengahi tapi untuk sekarang belum ada permasalahan 

yang terjadi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa Kaur Umum dan 

Perencanaan koordinasi dalam bentuk komunikasi yang dilakukan Kepala Desa 

dan Badan Permusyawratan Desa kadang terdapat miskomunikasi yang terjadi, 

dan bukan hanya dari Kepala Desa dan BPD saja melaikan masyarakat juga 

kadang melakukan miskomunikasi sehingga timbul kesalahpahaman tersebut. 

Kesalahpahaman antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memang 

ada tidak mungkin tidak ada, sehingga hasil rapat itu ada karena sudah hasil dari 

yang disepakati bersama.  

Komunikasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan desa tidak 

hanya dilihat dari penyelenggraan pemerintahan desa saja. Tetapi juga dalam 

proses pembangunan yang ada di Desa. Pola kerjasama, kesatuan tindakan, dan 

komunikasi juga bisa dilihat dala proses pembangunan yang ada di Desa. Pola 

komunikasi antara Kepala Desa dan BPD dirasa kurang optimal dikarenakan ada 

beberapa pembangunan yang sempat terkendala dalam pelaksanaannya. Dalam 

pelaksanaan pembangunan di Desa kota bangun seberang salah satu pembangunan 

yang menjadi perdebatan di masyarakat adalah semenisasi jembatan kayu yag 

dimana semenisasi hanya sampai diwilayah RT 1 dan RT 2 saja hal ini 

dikarenakan masih banyaknya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman di antara 

kedua lembaga tersebut sehingga tertundanya pelaksanakan perbaikan jalan, 

jembatan dan semenisasi ditambah dengan faktor alam dengan naiknya air sungai 

sehingga membuat akses jalan menjadi terendam. 

Komunikasi merupakan suatu kegiatan dalam menyampaikan sebuah 

informasi, seperti ide, gagasan dan pikiran dari satuu pihak ke pihak lainnya. 

Komunikasi bisa dilakukan dengan cara langsung atau tidk langsung sehingga 

akan memudahkan interaksi yang dilakukaj oleh dua orang atau lebih dalam 

menyampaikan pesan maupun informasi. 

 Komunikasi yang dilakukan Kepla Desa dan Badan Permusyawratan Desa 

dalam Pembangunan Desa bisa scara langsung dan tidak langsung. Di Desa Kota 

Bangun Seberang, komunikasi dalam Pembangunan Desa tidak hanya dari Kepala 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melainkann melibatkan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna serta Tokoh Masyarakat yang ada di 

Desa Kota Bangun Seberang. 

 Komunikasi langsung yang dilakukan adalah seperti dalam mengundang 

untuk menghadiri Musyawarah Desa bisa bertemu secara langsung dan bisa 

melalui telepon dimana apabila tidak sempat dalam membuat surat undangan. 

Komunikasi langsung lainnya ialah berdiskusi atau bertukar pikiran di dalam 

Musyawarah Desa yang membahas tentang Pembangunan Desa, dimana dalam 

Musyawarah Desa ini Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa akan 
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menyampaikan hasil rapat tentang Pembangunan desa kepada masyarakat 

sehingga akan di minta pendapat serta masukan dari masyarakat untuk kelancaran 

proses Pembangunan Desa. Akan tetapi pada proses inilah yang sering terjadi 

perbedaan pendapat dan persepsi sehingga mempengaruhi cepat dan lambatnya 

proses perencanaan Pembagnunan Desa. 

Oleh sebab itu, komunikasi sangat penting dalam berkoordinasi, karena 

tanpa adanya komunikasi, koordinasi tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan, hal ini sesuai dengan konsep menurut Handoko (2015:196) yang 

menyatakan bahwa “komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi 

secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemprosesan 

informasi, semakin besar besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, 

semakin membutuhkan informasi, untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya 

merupakan tugas pemrosesan informasi.” 

 

Faktor Penghambat Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa  

Adapun beberapa hambatan yang terjadi di Desa Kota Bangun Seberang 

Kecamatan Kota Bangun dalam koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa adalah Sebagai berikut : 

A. Perbedaan Pendapat 

Perbedaan pendapat yang sering menimbulkan perdebatan, hal seperti ini 

yang bisa mengakibatkan suatu koordinasi yang dilakukan tidak bisa berjalan 

dengan baik karena harus melalui perdebatan yang panjang sampai 

menemukan titik terang dan kesepakatan yang baik sehingga tidak akan ada 

yang merasa dirugikan dari pihak Kepala Desa maupun Badan 

Permusyawaratan Desa.  

B. Pola Komunikasi 

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa dengan melihat bagaimna hubungan emosional antara 

Pemerintah Desa dengan BPD dapat dilihat dengan pola komunikasi yang 

dibangun selama ini. 

Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu faktor penghambat koordinasi 

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan 

Desa yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Baik antara 

Kepala Desa dan dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota 

BPD lainnya. 

C. Tidak Memahami Fungsi 

Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan 

Peraturan daerah yang berlaku. salah satu faktor penghambat Koordinasi 

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan 

desa yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang 

ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi 
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sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dan pemahaman mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa hanya 

sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan kepala Desa dan BPD harus 

mendukung penuh keputusan tersbut tanpa ada musyawarah ataupun 

komunikasi sebelumnya. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bersama Kepala Desa 

dan Sekretaris Desa dapat diketahui bahwa faktor penghambat yang bisa 

mengakibatkan terhambatnya proses perencanaan Pembangunan Desa adalah 

masih terdapat perbedaan pendapat dan seringnya timbul perdebatan dan masih 

terdapat kurangnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan 

Pemerintah Desa yang bisa mengakibatkan memakan waktu lebih lama dalam 

menyelesaiakan Pembangunan Desa. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

1. Mengukur Koordinasi 

a. Untuk Koordinasi dalam Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa masih belum 

optimal dan belum sesuai dengan yang di harapkan, Karena masih sering 

terjadinya selisih pendapat dan akhirnya selalu tertunda apa yang akan di 

tentukan. Bentuk koordinasi kerjasama dalam pembangunan di Desa Kota 

Bangun Seberang bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, 

dan kemitraan. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasi kepada BPD, 

kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk pembuatan rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang 

kemudian dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan 

pertimbangan atau evaluasi APBD tahun sebelumnya. Dan dalam prosesnya 

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa akan menentukan 

perencanaan Pembangunan Desa dan kemudian akan dibahas bersama tokoh 

masyarakat yang lain dalam Musyawarah Desa. 

b. Untuk Koordinasi dalam Kesatuan Tindakan yang dilakukan oleh Kepala 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa masih 

belum optimal, karena masih sering terjadinya kesalahpahaman dan 

perbedaan pendapat masing-masing seperti dalam prosesnya masih 

kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa dalam pembangunan desa sehingga mengakbatkan kecemburuan sosial 

yang terjadi di masarakat soal perbaikan jalan, jembatan kayu yang 

disemenisasi. serta masukkan dan saran dari masyarakat saat pelaksanaan 

Musyawarah Desa kadang tidak di tanggapi, sehingga akan berdampak 

dalam Pembangunan Desa. Dalam hal ini Kesatuan tindakan merupakan 

kesatuan usaha yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa yang harus diatur sedemikian rupa sehingga usaha-



Koordinasi Kepala Desa dan BPD dalam Membangun Desa (Muhammad Irman) 

 

 

869 

 

usaha setiap kegiatan dalam Pembangunan Desa maupun kegiatan lainnya 

sejalan dengan tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut agar bisa terwujud 

keserasian dalam mencapai hasil. 

c. Untuk Koordinasi dalam Komunikasi yang dilakukan Kepala Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa belum berjalan 

sesuai dengan yang diinginkan. Dikarenakan masih kurangnya komunikasi 

antara Kepala Desa dan Bada Permusyawratan Desa dan saling 

menyalahkan antara kedua lembaga dan Adanya perbedaan pendapat serta 

persepsi pada saat Musyawarah Desa akan menimbulkan perdebatan 

panjang karena masing-masing menggunakan pemikirannya sendiri 

sehingga mengakibatkan serta mempengaruhi cepat dan lambatnya proses 

Pembangunan  Desa. Bentuk komunikasi antara Badan Permusyawaratan 

Desa dengan Pemerintah Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang 

ada di desa baik program dari pemerintah atau pun program yang menjadi 

hak desa itu sendri. 

2. Faktor penghambat dalam koordinasi Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa adalah: 

a.  Perbedaan Pendapat  

Faktor penghambat yang bisa mengakibatkan terhambatnya suatu koordinasi 

yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Pembangunan Desa adalah masih terdapat perbedaan pendapat yang sering 

menimbulkan perdebatan, hal seperti ini yang bisa mengakibatkan suatu 

koordinasi yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik karena harus 

melalui perdebatan yang panjang sampai menemukan titik terang dan 

kesepakatan yang baik sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan dari 

pihak Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa. Perbedaan 

pendapat ini, akan mengakibatkan memakan waktu lebih lama dalam 

menyelesaiakan Penetapan Pembangunan Desa di karenakan setiap individu 

masih mempertahankan pemikirannya dan belum bisa menerima masukkan 

dari orang lain sehingga akan menimbulkan perdebatan yang lebih panjang. 

b. Pola Komunikasi 

Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu faktor penghambat 

koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

Pembangunan Desa yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, Baik antara Kepala Desa dan dengan anggotanya maupun antara 

anggota dengan anggota BPD lainnya. 

c. Tidak Memahami Fungsi 

Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

pembangunan desa yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, 

fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak 

memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dan pemahaman mereka bahwa fungsi Badan 
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Permusyawaratan Desa hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan 

kepala Desa dan BPD harus mendukung penuh keputusan tersbut tanpa ada 

musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya. 

 

Saran 

1. Koordinsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus lebih 

ditingkatkan lagi terutama dalam komunikasi dan kesatuan tindakan antara 

Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa agar lebih harmonis dan 

mengurangi perbedaan pendapat yang bisa mengakibatkan kesalahpahaman. 

2. Pembangunan Desa di Desa Kota Bangun Seberang perlu peningkatan dalam 

hal perencanaan sehingga tidak akan ada pembangunan yang akan membuat 

cemburu sosial oleh masyarakat. 

3. Peningkatan kapasitas dari Badan Permusyawaratan Desa juga perlu 

ditingkatkankan terutama dalam menampung aspirasi masyarakat yang masih 

sangat kurang. 
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